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BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 38
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN

Menimbang

‘Mengingat

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH
KABUPATEN BATANG HARI PERIODE TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

bahwa guna menyesuaikan dengan perubahan kondisi
ekonomi dan faktor-faktor penentu harga berlaku lainnya di
Kabupaten Batang Hari, maka perlu merubah beberapa
ketentuan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun
2014 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari
Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pemberian Tunjangan
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Periode Tahun
2014-2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 293)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27595);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

4. Undang-Undang..........
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4. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah...............




Memperhatikan

Menetapkan

12.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun
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14.

15.

16.

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Hari (Lembaran ®Daerah Kabupaten
Batang Hari Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2007 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Hari Periode Tahun 2014-2019 (Berita Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 137);

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanjan
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2016
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor
59).

1. Nota Dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor:
800/334/SETWAN/2016 Tanggal 6 April 2016 Perihal
Usulan Revisi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015;

2. Nota Dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor:
175/479/SETWAN/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal
Usulan Revisi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015;

3. Laporan Penilaian KJPP Agus, Firdaus dan Rekan Nomor
007 /LAP/KJPP-AAF/JBI/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016
Perihal Pengkajian dan Survey Besaran Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Batang Hari.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 38 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI PERIODE
TAHUN 2014-2019




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 38 Tahun 2014
tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Batang Hari Periode Tahun 2014-2019 (Berita
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 137), Diubah sebagai Berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Menetapkan besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari
sebesar Rp. 13.300.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

(2) Menetapkan besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar
Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(3) Menetapkan besarnya tunjangan perumahan yang diberikan kepada
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar
Rp. 8.200.000,- (Delapan juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi :
Pasal 3
Tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari diberikan dalam
bentuk uang dan dibayarkan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian,
Pada Tanggal -} — 2016

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal -4+ - 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
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